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ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi
penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi
pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan
baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara
yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi
dasar hakim menjatuhkan putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dalam perkara
memanipulasi bukti setoran pajak. Apakah putusan yang telah dijatuhkan Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dalam perkara memanipulasi bukti setoran pajak sudah
memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Spesifikasi
penelitian ini adalah penelitian.-deskriptif-analitis. Di dalam penulisan skripsi ini
penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Studi dokumen atau biasa
disebut kajian dokumen-merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek
penelitian. Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa telah dijatuhi pidana
yang setimpal .dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 39 ayat (1)
huruf d tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling
tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi dalam
perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Pajak sebesar
Rp. 6.256.586.586,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 4 bulan berdasarkan putusan tanggal 08 Mei 2022.
Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terlalu ringan, mengingat perbuatan
terdakwa Sunardi ‘di’ lakukan dengan kealpaan dan kesengajaan sehingga terjadi
kerugian pendapatan. penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak
tersebut. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error
In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di.dalam vonisnya sehingga prinsip
peradilan yang bebas dan tidak ‘memihak-yang menjamin persamaan setiap warga
negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya
menjatuhkan 3 tahun dan denda Pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 dinilai masih
belum memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran
yang dikemukakan hendaknya hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan
jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai
Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak
memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan
dengan baik.

Kata Kunci : Studi Terhadap Putusan Pengadilan, Perkara Memanipulasi,
Bukti Setoran Pajak
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ABSTRACT

Value Added Tax has a strategic and significant role in the portion of state revenue in
the taxation sector, but it is very unfortunate that Indonesia’s potential income from
taxes has not yet been utilized properly for the welfare of the nation and state, taxes
are the main source of state finances. for physical and non-physical development
within the legal territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The issue
raised was what was the basis for the judge to hand down decision Number:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb in the case of manipulating tax payment evidence. Has the
decision handed down Number: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb in the case of manipulating
tax payment evidence provided a sense of justice and created a deterrent effect for the
defendant. The specification of this research is analytical descriptive research. In
writing this thesis the author used the Normative Juridical approach method.
Document study or commonly called document.study is a data collection technique
that is not directly aimed at research subjects in.order to obtain information related
to the research object. The defendant . was declared guilty and the defendant was
sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 39
paragraph (1) letter d is punishable by imprisonment for a-maximum of 6 years and a
fine of a maximum of 4 times the amount of unpaid tax owed. or underpaid. However,
in this case the defendant was sentenced to prison for 3 years and a tax fine of Rp.
6,256,586,586.00 provided that If the fine is not paid it will be replaced by
imprisonment for 4 months based on the decision dated 08 May 2022. The sentence
handed down by the panel of judges was stitl too light, considering that the defendant
Sunardi's actions were carried out with negligence and intention, resulting in a loss
of state financial revenue originating from this tax. Furthermore, errors or mistakes
occur in the person (Error in Person) who is presented. as the Defendant in the
verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the
equality of every citizen under the law does not work well. So the judge's verdict was
only to impose 3 years and a‘tax fine of Rp. 6,256,586,586.00 is considered to still
not provide a sense of justice and create a deterrent effect for the defendant. The
suggestion put forward is that when considering and handing down a decision, the
judge should not allow mistakes/mistakes to be made against the person who is
presented as the Defendant in his or her verdict so that the principle of free and
impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law
operates well.

Keywords: Study of Court Decisions, Manipulation Cases, Proof of Tax Payment
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang
bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana
tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
NRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum memiliki arti penting dalam
setiap aspek kehidupan;pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya
dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan
masyarakat Indonesia.! Prinsip dasar yang dianutvdalam hukum dasar
tersebut ‘memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan
masyarakat. Atau dengan kata lainyang ingin ditegakkan dalam Negara ini
adalah supremasi hukum bukan stpremasi kekuasaan.?

Ada 2" (dua) elemen dalam Negara Hukum, yakni pertama suatu
hubungan antara set dan diatur tidak dengan suatu kekerasan, tetapi dengan
sebuah norma-norma Objektivitas, yang juga mengikat pada partai yang
berkuasa dan Yang kedua norma Objektif yang harus memenuhi suatu syarat
tidak hanya secara formal, tetapi bisa dipertahankan untuk menangani suatu
gagasan hukum.® Menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H., menyatakan bahwa

Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

! Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41
2 1bid, hal. 42
% Ibid, hal. 43



Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.
Hukumlah yang berdaulat.* Negara ialah suatu subjek hukum, dalam arti
Rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai
suatu subjek hukum, maka jika seseorang melakukan perbuatan melawan
hukum pidana bisa dituntut didepan sebuah pengadilan karena perbuatan
melanggar hukum pidana.®

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
Setiap kejahatan harus.diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-
menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.®
Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori
adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan
berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak
menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan
gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi,
masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.’

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

4 H.A. Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10

> bid, hal. 11

® Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada
Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

" Adami Chazawi, Op Cit, hal. 55



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia
dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai patokan, hukum dapat
menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus
dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah
masalah perpajakan. Pajak dipandang sangat penting'di dalam negara yang
bersifat kesejahteraan (Welfare State) yaitu sebagi salah satu pendapatan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang
bersangkutan. /Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan
pajak sebagai.salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan
tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan

sosial”.®

8 Ilyas, Wirawan B Dan Burton, Richard. Hukum Pajak: Teori, Analisis, Dan
Perkembangannya (Edisi 6), Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 137



Selanjutnya Negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteran
rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui
pemungutan yang disebut dengan pajak. Bukti bahwa bidang pajak
merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,
dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada
Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari
pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak
ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan
negara.’

Saat ini,Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis
dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan,
namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki
Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan
bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama
untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. *°

Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara
umum Kkerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan
dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas, pegawai, pejabat,
aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan

publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang pajak kepada kas

% 1bid, hal. 138
10 Kurnia Rahayu, Siti. Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.
76
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Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara
yang bersumber dari pajak.*

Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih
ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan. Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan
menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perpajakan
sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya
apabila pelaksanaan _dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik
(Tebang Pilih)" maka tujuan. untuk memberikan rasa keadilan dan
menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perpajakan tidak
akan pernah tercapai.*?

Sebagai _contoh dalam ‘perkara--Nomor:.. 75/Pid.Sus/2022/PN.Jmb
dengan klarifikasi perkara pidana dibidang perpajakan yaitu dengan sengaja
menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak ‘lengkap. Terdakwa terbukii secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan
dakwaan yang disusun secara alternative yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan
Kedua yaitu :

Dakwaan Kesatu pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara

1 Ibid, hal. 77
12 |bid, hal. 78



Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja :

a.

Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 atau

Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau c.)
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan/atau

Tidak memperlihatkan, atau tidak meminjamkan pembukuan,
pencatatan,atau dokumen lainnya dan/atau

Tidak..menyetorkan pajak yang“telah dipotong atau dipungut.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana
dengan pidana penjara selama- lamanya tiga tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya ~sebesar empat kali ;jumlah pajak yang
terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

Dipidana dengan pidana penjara paling fama 6 (enam) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang

melakukan lagi tindak pidana .di bidang.-perpajakan sebelum lewat 1

(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang

dijatuhkan.

Dakwaan Kedua Pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:



Barang siapa dengan sengaja:

a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
atau:

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.
Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling
banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak.

Pada kasus ini, majelis -hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa
dengan alternatif dakwaan kesatu pasal 39 ayat'(1) huruf d Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata
cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2009 ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa
yang didakwakan oleh Jaksa ‘Penuntut Umum ialah tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Dengan Sengaja

3. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata
cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tersebut telah terbukti secara sah dan

menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan kesatu yaitu pasal 39
ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009
dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menindakkan sifat
melawan hukum dan alasan pembenar yang menindakkan kesalahan dalam
diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang
ancamannya menurut_Pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut diancam dengan
pidana penjara6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3
(tiga) Tahun dan denda Pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam milyar
dua ratus lima puluh enam juta fima ratus delapan puluh enam ribu lima
ratus delapan.puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
berdasarkan putusan tanggal 08 Mei 2022.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang
dijatunkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa Sunardi
tindak pidana yang di lakukan dengan kealpaan dan kesengajaan sehingga
terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber
dari pajak tersebut. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (tiga)

Tahun dan denda Pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam miliar dua
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ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus

delapan puluh enam rupiah) dinilai masih belum memberikan rasa keadilan

dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian
penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk
penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis
kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb" Dalam Perkara Memanipulasi Bukti Setoran
Pajak.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis
memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dalam perkara memanipulasi bukti setoran
pajak ?

2. Apakah putusan yang telah dijatuhkan Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb
dalam perkara memanipulasi bukti setoran pajak sudah memberikan
rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian



D.

a. Untuk menganalisis dasar hakim menjatuhkan putusan Nomor:

75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dalam perkara memanipulasi bukti setoran
pajak.

Untuk menganalisis putusan yang dijatuhkan  Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dalam perkara memanipulasi bukti setoran
pajak sudahkah memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek

jera bagi terdakwa.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis sebagaiw. salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Batanghari.

. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang

kajian hukum mengenai Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jambi-Nomor:_75/Pid.Sus/2022/Pn,Jmb Dalam Perkara
Memanipulasi Bukti Setoran Pajak.

Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di
harapkan ‘bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan
pemikiran (kontribusi) mengenai Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam

Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak.

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual —merupakan suatu bentuk  kerangka
berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam

memecahkan masalah.Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan
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penafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka

peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Putusan

Studi putusan adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial.
Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan
longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang
disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis
dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi,
dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya,.akan diperoleh pemahaman
yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi
dasar bagi riset selanjutnya.'3

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten
(tingkat Il/kota madya).* Pengadilan Negeri merupakan sebuah
lembaga peradilan di-lingkungan-peradilan umum yang berkedudukan
di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan
negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya.

3. Memanipulasi

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 2015, hal. 80
14 Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanpa Tahun, hal. 17
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Manipulasi adalah cara mengacaukan mental dan eksploitasi emosi
demi bisa menguasai korban. Hal yang ingin dikuasai beragam, mulai
dari wewenang, kontrol, keuntungan tertentu demi menguntungkan
pelaku manipulasi. Yang pasti, ketika terjadi manipulasi artinya satu
pihak dimanfaatkan oleh orang lain. Secara psikologis, taktik
manipulasi sengaja dilakukan untuk membuat kondisi kekuasaan yang
timpang. Dengan demikian, korban manipulasi bisa dengan mudah
dieksploitasi demi agenda tertentu.®®
4. Bukti Setoran Pajak
Surat Setoran Pajak (SSP). adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh-Menteri Keuangan.®
Landasan Teoritis
Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan
yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas
permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis
ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (Judge's Decision) dan teori
Keadilan (Justice) sebagai berikut:

1) Putusan Hakim (Judge’s Decision)

15 Ibid, hal. 288
16 Safri, Pengantar llmu Perpajakan, Granit, Jakarta, 2010, hal. 35
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Menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya kehakiman merupakan badan
yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam
konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.l’ Bagaimanapun
baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu
negara, dalam wusaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila
tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara
hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang
mempunyai kewenangan dalam. memberi ist_dan.kekuatan kepada norma-
norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal
ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini
menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.
Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang
harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya
adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban

pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban

17 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2014, hal. 109
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pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal
filsafat.8

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai
toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability. Bahwa
pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah
seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu
tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah
terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.®

Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu
bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.
Kemampuan ~tersebut memperlihatkan kesalahan “dari petindak yang
berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela
tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal
KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana
bercampur aduk dalam buku Il dan Ill, sehingga dalam membedakannya
dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh
karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah
dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana
menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak

pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

18 Hanafi Amrani Dan Mabhrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 220
19 1bid, hal.221
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Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang
(diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan
hukum.

2) Keadilan (Justice)
Menurut Aristoteles Dalam teorinya mengemukakan lima jenis

perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang
dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:
1. Keadilan Komutatif
Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak
melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
Contoh :
a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-
anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap
ibunya.
2. Keadilan Distributif
Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasa-jasa yang telah diberikannya.
Contoh :
a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan
profesional.

b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
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3. Keadilan Kodrat Alam
Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang
diberikan oleh orang lain kepada kita.
Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan
membantu Kita juga.

4. Keadilan Konvensional
Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah
menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturang perundang-undangan
negara.

5. Keadilan Perbaikan
Perbuatan adil-menurut perbaikan adalah jika sesearang telah berusaha
memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang
yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
Contoh : Qrang yang minta maaf kepada korban‘lewat media atau secara
langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.?

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh
para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila
orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan
muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang
yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Bebagai jawaban

mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh

20 Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem
Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 82
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jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang
keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang
sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang
keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut
mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas
dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang
yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum,
memperoleh kedudukan-dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi
manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu
dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai‘landasan moral untuk
menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus
mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan
ditemukan juga dalam jiwa manusia:*

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu
sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa
untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi
manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena
diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal
ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga

mempunyai hak yang sama.

2 1bid, hal. 83
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Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan
secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang
baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu
penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala
yang berkaitan dengan materi lainnya.??> Dalam hal ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu
Studi  Terhadap  Putusan’ Pengadilan  Negeri Jambi  Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi-ini penulis gunakan metode pendekatan
Yuridis Normatif,? yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan
dengan mengkaji. dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan
pelaksanaan hukum mengenai Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Jambi Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam Perkara Memanipulasi Bukti
Setoran Pajak.

3. Bahan Hukum

22 Soerjono Soekanto, Op Cit, hal.10
23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal.41
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Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh
dari bahan-bahan hukum antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pembahasan skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya
dengan masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaahkamus-kamus umum dan kamus hakum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian
dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi
dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek
penelitian serta melihat sejaun mana proses yang berjalan telah
terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen
yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang

mengalami peristiwa.
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2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang
yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang

diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian
ialah mengunakan Dokumen sekunder (Putusan Pengadilan Negeri Jambi)
lalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung
mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang

langsung mengalami peristiwa:

. Analisa Data

Dari data'yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder
yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian
tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang
didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-
peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang
obyek yang diteliti yaitu Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb-. Dalam Perkara Memanipulasi Bukti
Setoran Pajak.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam
5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub
bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :
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Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa
persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang
masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan,
sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi
penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan
dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman
dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tentang Tindak Pidana
Perpajakan terdiri dari.sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur unsur
dan jenis jenistindak pidana, tindak pidana perpajakan.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang
Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi
putusan, “pengertian putusan, ‘wewenang hakim dalam undang-undang,
pertimbangan hakim.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang
terkait dengan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak
antara lain yaitu Dasar hakim menjatuhkan putusan Nomor:
75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak,
Putusan yang dijatuhkan Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam Perkara
Memanipulasi Bukti Setoran Pajak sudahkah memberikan rasa keadilan dan

menimbulkan efek jera bagi terdakwa.
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Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa

kesimpulan dan beberapa saran.

BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam thmu hukum memiliki
banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa.
Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai
perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan
pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah
perbuatan yang ‘melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan
masyarakat, dalam arti bertentangan denga terlaksananya interaksi sosial
dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial
dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.?*

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan
istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah

perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan

24 p.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
2014, hal. 34
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pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi
diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)®

Menurut Simons, bahwa Strafbar feit ialah perbuatan melawan
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu
bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan
dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).
Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti voor
straaf inaanmerking komend atau straaf verdienend yang juga mempunyai
arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti
yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu
secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah
melakukan ' tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
dihukum, atau'feit terzakevan hetwelkeen persoon.strafbaar is.?

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis
dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelangaran norma
(kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang
harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi
menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-

rumusan tentang tindak pidana (strafbaar feit) yang diberikan oleh para

% |bid, hal.35
% |bid, hal.36
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sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini
hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan
tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.?’
Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur
hukum juga pernah menggunakan istilah strafbaar feit sebagai berikut:

a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya
Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van
Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana
Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.

c. Pelanggaran-Pidana, dapatdijumpai dalam buku pokok-pokok
hukum pidana yang ditulis oleh, Tirtamidjaja. Istilah ini banyak
dijumpai dalam peraturan tentang kepaheanan.

d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah Ini digunakan oleh Karni
dan’Schravendijk:

e.. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah- ini digunakan oleh
pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor
12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

f. " Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai
tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang
atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa
larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan
kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan
erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan
kejadian itu.?®

B.  Unsur Dan Jenis Tindak Pidana
Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat
diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum;

27 1bid, hal.37

28 1bid, hal.70
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2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap
perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk,
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk
pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan
rechtsdelicten.?

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada. perbuatan yang oleh
masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai
perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya
disebut dengan wetsdelicten. Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas
dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat
dalam "buku Il dan pelanggaran dimuat dalam buku III.
Kejahatan umumnya_diancam-dengan pidana yang lebih berat
dari pada pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah
tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan
hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang
mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud
dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah
tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan
tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana
sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

29 M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.93-94
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4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak
pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan
tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana
omisi.

5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti
Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi
karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu
atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh
pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah
delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari
beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282
KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal™ merupakan—delik yang dilakukan hanya satu
perbuatan” untuk terjadi delik ‘itu. Sedangkan delik berangkai
merupakan delik yang dilakukan lebihwdari satu perbuatan untuk
tefjadinya delik itu.*°

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat
kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini
disebabkan ' karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu
tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali
manusia telah menggunakan “alat yang dapat bekerja atau dapat
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang
tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan

tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus

30 Ibid, hal.98
26



delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang
dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa
yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana
itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan
perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti”
itu adalah:

a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri
perbuatannya.
b. Tempat dimana alat yang-telah dipergunakan oleh seorang itu
bekerja,
C. 'I_'empat dimana akibat langsung darissesuatu tindakan itu telah
d. EIl'renn?g!;{t dimana akibat konstitutif itu telahtimbul.3!
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan
kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai
istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek
adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan
hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

%! 1bid, hal.101
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mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang.?
Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa
tahapan yaitu:
a. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih.nilai-nilat yang-sesuai dengan keadaan dan situasi
masa kini~dan yang akan. datang, kemudian merumuskannya dalam
bentuk™ peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
b. Tahap Aplikasi
Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana)
Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai
Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana
yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan
tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap

yudikatif.

32 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan
Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 23
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c. Tahap Eksekusi
Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh
aparataparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana
pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana
yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan
Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam
melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan
Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan
tugasnya harus berpedoman. kepada Peraturan Perundang-undangan
Pidana yang dibuat oleh pembuat ‘Undang-Undang dan nilai-nilai

keadilan suatu daya guna.®®

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha
atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan
tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak
termasuk yang ‘bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan
suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,
berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang
dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

3 1bid, hal. 25-26
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pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuali
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang
akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu
gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-
sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari
kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social
defence policy).3*

Jadi secara singkat dapat. dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan
utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan
atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana,
yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu
: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada
pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya
meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi
sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya
pencegahan terjadinya kejahatan.®

% 1bid, hal. 27-28
% 1bid, hal. 30
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Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach)
dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented
approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan
atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik
hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).3® Pendekatan kebijakan
dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan
mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal
dari ajaran-ajaran agama dengan Sanksi berupa pidana. Semula suatu
perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai
bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu
diancamkan dengan suatu sanksi pidana.®’

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya
itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan
sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum
pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara
sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.*

Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana perpajakan

adalah adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait

dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,

3% p A F. Lamintang, Op Cit, hal.117
37 1bid, hal. 117-118
38 |bid, hal. 118
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tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian
negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan,
perlu dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan pajak dilakukanoleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di
bidang perpajakan.®® Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan-dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah
dalam rangka melaksanakan Kketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.*°

Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan lapangan
terhadap suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau
tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak, dan
pemeriksaan kantor terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan

atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak.**

39 Kurnia Rahayu, Siti, Op Cit, hal. 32
40 1bid, hal. 33
“11bid, hal. 34
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Laporan terhutang hasil pemeriksaan disusun dalam suatu laporan
pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, dan jelas serta
sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan
tindak pidana perpajakan terdapat pemeriksaan bukti permulaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana perpajakan.

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya
dugaan kuat bahwa sedang atau telah“terjadi suatu tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan oleh siapa 'saja yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.*> Pemeriksaan bukti permulaan dapat
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan,
laporan Kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan,
atau pengembangan penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh
jenis pajak “maupun satu jenis pajak. Pemeriksaan bukti permulaan
dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan
Ditjen Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat
diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan.*®

Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan adalah vyaitu
diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak

pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak

42 |lyas, Wirawan B Dan Burton, Richard, Op Cit, hal. 13
4 1bid, hal. 14
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yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir
apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.**
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan penyidik pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.*®

Penyidikan pajak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik pajak. Penyidikan pajak dilaksanakan berdasarkan surat
perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala
Kanwil Ditjen Pajak. Tetapi jika diperlukan, polisi dapat mendampingi atau
membantu penyidik pajak, terutama dalam masalah pemberkasan.*®

Penyidik pajak harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum
bila memulai. penyidikan dan wajib pula menyampaikan hasil/laporan
penyidikannya kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut
umum yang akan menentukan apakah masalahnya sudah matang untuk
diajukan ke pengadilan. Proses penyidikan mengandung dua klausul, yakni:
Penyidikan yang berakhir dengan diserahkannya hasil penyidikan ke
pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan

Menteri Keuangan, hasil penyidikan tidak diproses di

4 1bid, hal. 15
4 Ibid, hal. 16

46 1bid, hal. 17
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pengadilan/dihentikan, dengan catatan wajib pajak yang disidik telah
melunasi utang pajaknya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa
denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau

yang tidak seharusnya dikembalikan.*’

BAB IlI

47 1bid, hal. 18
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TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM

Definisi Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam
persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi
putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan
suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim
itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya
dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada.umumnya berisikan
amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum
dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.*®

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum,
yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap
peristiva yang menyangkut kehidupan-dalam suatu negara hukum.
Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

% Mulyadi, Lilik, Op Cit, hal. 127
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dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.*°

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-
hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan
berita-beritaacara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani
oleh/ketla/dan panitera.>

Putusan’'yang dijatuhkan sebelum tahap akhir.dari tahap-tahap
pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

Putusan gugutr.

Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

Putusan tidak menerima.

Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang
memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali
bila undang undang menentukan lain.>*

oINS

Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan
persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu
sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan
umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang

dikalahkan. Sangsi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang

“9 1bid, hal. 128
% Ibid, hal. 129
5! Ibid, hal. 130
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melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi
kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.>?

Putusan hakim bersifat memaksa (dwingend), artinya jika ada pihak
yang tidak mematuhinya hakim dapat memerintahkan pihak yang
bersangkutan supaya mematuhinya dengan kesadaran sendiri. Putusan
hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat
hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu
akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan
ini dinamakan tindakan-htikum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah
akibat dari suatu tindakan hukum.*

Putusan’ Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam
persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi
putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan
suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Berlandaskan.pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim
itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui
proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan
amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan
hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan
perkara".>*

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum,

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

52 Edi Setiadi Dan Kristian, Op Cit, hal. 279
53 1bid, hal. 280
># Ibid, hal. 281
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peristiva yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum
Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan Disidang pengadilan.>® Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.*®

Isi putusan pengadilan’ diatur-dalam Pasal 25 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasar putusan 'itu, juga harus menuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis-yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-
hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan
berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani
oleh ketua dan panitera.®’

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan
sudut pandang yang kita lihat. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir
dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu

putusan gugur putusan verstek yang tidak diajukan verzet putusan tidak

menerima putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang

%5 Mulyadi, Lilik, Op Cit, hal. 127
%6 1bid, hal. 128
57 1bid, hal. 129
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memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila
undang undang menentukan lain.>®

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu
pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang
diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di
persidangan.>®

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai
putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, Putusan akhir dalam
suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam
persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak
yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.®

Sanksi “hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun
Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para
pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara
Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti

rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam

%8 |bid, hal. 130
%9 Edi Setiadi Dan Kristian, Op Cit, hal. 293
60 Ibid, hal. 294
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persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum

Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.®*

Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan
yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
oleh sebuahMahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan.keadilan;

2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
dan’ peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan
penataan-sistem peradilan yang terpadu;

3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak ' sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan. hukum dan ketatanegaraan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Undang-Undang
tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21,
Pasal'24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

®1 1bid, hal. 295
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3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada
Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan
peradilan tersebut.

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk.memeriksa, mengadili dan memutus perkara
tertentu yang-hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang
diatur'dalam Undang-Undang.

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang. bersifat sementara yang
memiliki keahlian' dan pengalaman dibidang tertentu untuk
memeriksa, -mengadili, dan memutus suatu perkara yang
pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

~

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa".

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.

(3) Semua peradilan di seluruh“wilayah Negara Republik Indonesia adalah
peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi
wajib menjaga kemandirian peradilan.

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 4
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

Pasal.6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan. di depan pengadilan, kecuali
undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan
karena_alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,
telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal -7
Tidak seorang pun dapat: dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan
yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8
(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan.wajib dianggap tidak bersalah sebelum
ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan
pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10
(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Pasal 11

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan
majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang
hakim ketua dan dua orang-hakim anggota.

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili;.dan memutus perkara dibantu oleh
seorang panitera  atau seorang yang. ditugaskan melakukan pekerjaan
panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali
Undang<Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan
ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah
adanya jaminan penyelenggaraan Kkekuasaan kehakiman yang merdeka,
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya
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dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain
menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh Undang-Undang.

3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang lain .dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.5?

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman telah sesuat dengan perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi
Undang-Undang. tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang
merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.%

62 Mulyadi, Lilik, Op Cit, hal.170-172
63 Ibid, hal. 173
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Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga
untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006,
yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan
yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.®*

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.dan mewujudkan sistem peradilan
terpadu (integrated justice ‘system), maka ‘Wndang-Undang Republik
Indonesia.Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan. Kehakiman sebagai
dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting
dalam Undang-Undang-ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara
komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab
tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim
konstitusi sesuai.dengan-peraturan perundang-undangan dan Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
hakim dan hakim konstitusi.

4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan
memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

%7 1bid, hal.180
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6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari
keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos
bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan
kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.®®
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai
tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas
dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)
menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila
diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51,
Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan
Undang-Undang.%¢

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa
untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat.
Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang

satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai

makhluk sosial.%” Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri,

% Ibid, hal.175-177
% 1bid, hal. 178-179

87 1bid, hal.180
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dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering
mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan
dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri.
Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.®®

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat
aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat
untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yagn
aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering
dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri
dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan
setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari
orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus
dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran
yang tidak matang dan merugikan:®®

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang
melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang
lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan
yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur
perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

% |bid, hal.181
% Ibid, hal.182
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Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui
proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan
atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan
terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari
hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.
Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya
hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa
dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.”

Hakim _dalam’' menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu
perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk
menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup
panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan
mungkin bisa’' sampai satu tahun lamanya baru hisa terselenggara atau
selesainya satu perkara di pengadilan.”

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses
peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya
kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam
hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan
kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang
diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada

putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Secara umum kebutuhan

0 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Op Cit, hal.67
" Ibid, hal.68
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setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari
orang lain.”

Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus
dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran
yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah
maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan
merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum
pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan,
sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidapa (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus
dipertanggung jawabkan.”

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim_adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang
dipertimbangkan hakim dalam.“memutus suatu perkara tindak pidana.
Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal
penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat
dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim
memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan
syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab

seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya.’

72 |bid, hal.69
7 Ibid, hal.70
7 Mulyadi, Lilik, Op Cit, hal.205
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Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu
perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan
hukum, dan tidak ada alas an pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi,
selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.” Pertimbangan
hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu
haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan
tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain.
Sedangkan faktor non~hukum sepertiwsikap terdakwa dipersidangan dan
alasan-alasan laif yang meringankan.”®

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja
dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan
sifatnya pasti. Oleh karena “itu hakim yang diberikan kewenangan
memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan
putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197
ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan
bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

7 Ibid, hal.206
¢ 1bid, hal.207
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keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

BAB IV
STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
NOMOR: 75/P1D.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA
MEMANIPULASI BUKTI SETORAN PAJAK

Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb
Dalam Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak

Menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya kehakimannya menyatakan
“bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan 'memutus suatu perkara,
pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya,
jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan
dalam suatu perkara, maka barulah-hakim mencari dan menemukan sendiri
hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti Yurisprudensi,
Doktrin, Traktaty kebiasaan atau hukum tidak tectulis”.””

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus
mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara
tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya
terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari
terdakwa dan saksi, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak

dalam persidangan.

7 Mulyadi, Lilik, Op Cit, hal.17
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Dalam perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dengan klarifikasi
perkara pidana dibidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan
surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap serta pihak terdakwa Sunardi. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu dakwaan kesatu dan
dakwaan Kedua yaitu :

Dakwaan Kesatu-pasal 39-ayat'(1) huruf d Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara
Perpajakan” sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 atau

2. Tidak. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau c.)
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau

3. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan/atau

4. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen lainnya dan/atau

5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana
dengan pidana penjara selama- lamanya tiga tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang
terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
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kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1
(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan.

Dakwaan Kedua Pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau  menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan. pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

2. iﬁlae%.erbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak

Pidana Perpajakan sehingga terdakwa dihadapkan ke muka persidangan

Pengadilan Negeri Jambi ialah berikut:
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Bahwa terdakwa Sunardi selaku Direktur PT.Jambi Jaya Makmur
sesuai Akta Notaris Absar Surwansyah Nomor 01 Tanggal 03 Desember
2012, tercatat sebagai perusahaan kena pajak dengan NPWP Nomor :
31.819.031.1-331.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jambi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera
Barat dan Jambi, pada bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan
Desember tahun 2015 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada tahun
2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di JI. Sentot Ali Basa Nomor 44
RT 020 Payo Selincah-Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-
tidaknya pada-suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan® Negeri Jambi, dengan sengaja. menyampaikan surat
pemberitahuan dan/atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap
berupa SPT masa Pajak Pertambahan Nifai (PPN) PT. Jambi jaya makmur
periode oktober 2013 sampai ‘dengan desember 2015, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2017 PT. Jambi Jaya Makmur yang beralamat di JI. Sentot
Ali Basa Nomor 44 RT 020 Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi termasuk dalam pengawasan seksi pengawasan Dan Konsultasi Il
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah Sumatera dan Jambi, yang mana PT. Jambi Jaya Makmur yang
bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee)

atau kontrak 46100 mempunyai kewajiban sebagai perusahaan kena pajak
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sesuai ketetapan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-01207/WPJ.27/
KP.0103/2013 tanggal 11 september 2013, NPWP : 31.819.031.1-331.000.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh seksi
pengawasan dan Konsultasi 1l Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera dan Jambi pada sistem
informasi Direktorat Pajak Jambi terdapat nilai pelaporan SPT masa PPN
pajak keluar dan pajak masukan PT. Jambi Jaya Makmur tahun pajak 2013,
2014, dan 2015 yang disampaikan tidak sesuai atau sangat kecil. Untuk
mengetahui kebenaran-data SPT masa«PPN tahun pajak 2013, 2014, dan
2015 yang dilaporkan oleh PT. Jambi Jaya Makmur tersebut, selanjutnya
Seksi Pengawasan dan Konsultasi |1 Kantor Pelayanan, Pajak Pratama Jambi
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera dan Jambi melakukan
penelitian dengan cara membandingkan data SPT masa PPN dalam tahun
yang sama PT. Jambi Jaya Makmur dengan SPT masa PPN tahun yang
sama terhadap lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur.

Berdasarkan hasil perbandingan data SPT masa PPNA PT. Jambi Jaya
Makmur tahun 2013, 2014, dan 2015 terhadap lawan transaksi yang
dilaporkan oleh lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur pada sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
dalam tahun yang sama, diketahui adanyan laporan data SPT masa PPN
secara aktif yang dilaporkan oleh lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur
yang mana dalam laporan penyampaian data SPT masa PPN yang

disampaikan oleh lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur tersebut ada
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faktur pajak dan pungutan PPN (pajak keluaran) yang dilakukan oleh PT.
Jambi Jaya Makmur terhadap perusahaan lawan transaksi, sehingga Pihak
Pengawas dan Konsultasi 1l Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
berkesimpulan ada kesengajaan dari PT. Jambi Jaya Makmur melaporkan
SPT masa PPN 2013, 2014 dan 2015 secara tidak benar.

Menindaklanjuti hasil temuan tersebut Seksi Pengawasan dan
Konsultasi Il Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah Sumatera dan Jambi melalui Saksi Hendra Putra
selaku Account Representative. PT:wJambi Jaya Makmur melakukan
klarifikasi kepada PT. Jambi Jaya Makmur atas penyampaian SPT masa
PPN tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 terkait data.faktur pajak keluran
yang diterbitkan oleh PT. Jambi Jaya Makmur terhadap lawan transaksi
pada SPT masa PPN tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 dan juga
menyampaikan surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan
(SP2DK) kepada PT. Jambi Jaya Makmur untuk memperbaiki SPT masa
PPN tahun 2013, 2014, dan 2015.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Saksi Hendra Putra
selaku Account Representative PT. Jambi Jaya Makmur terhadap saksi
Riswati (istri terdakwa yang juga direktur PT. Jambi Jaya Makmur) sesuai
dengan BAPK Nomor : 001/WPJ.27/KP.0108/2017 tanggal 09 Februari
2017 diketahui bahwa Data faktur pajak yang tercantum pada aplikasi
PKPM tidak seluruhnya dilaporkan pada SPT masa. Sebagian faktur pajak

menurut wajib pajak tidak pernah ada transaksi. Sebagian faktur pajak
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dibuatkan administrasinya namun tidak ada penyerahan barangnya.
Sebagian faktur pajak ada transaksinya tetap tidak diperhitungkan pada SPT
masa dan tidak disetorkan pajaknya.

Selanjutnya Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11 Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jambi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera
dan Jambi juga melakukan Klarifikasi terhadap 11 perusahaan yang
merupakan lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur yang melaporkan SPT
masa PPN periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2015 dengan
cara mencocokkan arsip-faktur pajakyang dimiliki oleh perusahaan lawan
transaksi PT. Jambi Jaya Makmur dan faktur pajak yang disampaikan oleh
perusahaan lawan transaksi PT. Jambi Jaya Makmur‘pada sistem informasi
direktorat pajak di aplikasi pajak keluar dan pajak masukan.

Terdakwa Sunardi selaku pemilik perusahaan PT. Jambi Jaya Makmur
melakukan penjualan barang kena pajak bahan bakar minyak jenis solar
industri, dalam pelaksanaannya terdakwa berhubungan langsung denga
pihak-pihak perusahaan pembeli dalam hal negoisasi, persetujuan, bukti
pembayaran beserta faktur pajaknya. Sedangkan untuk pemasaran bahan
bakar minyak solar industri yang berada di luar Provinsi Jambi terdakwa
menugaskan tenaga marketing untuk mencari Customer atau pembeli
dengan mekanisme pembayarannya di transfer langsung ke rekening
perusahaan PT. Jambi Jaya Makmur maupun ke rekening terdakwa.

Bahwa terdakwa Sunardi selaku Direktur PT. Jambi Jaya Makmur

secara sadar menyampaikan dan menandatangani SPT masa PPN PT. Jambi
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Jaya Makmur masa Oktober, November, dan Desember 2013, masa Januari,
Februari, Maret Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan
Desember 2014, masa Januari sampai dengan Desember 2015 dengan nilai
pelaporan tidak ada atau nihil yang mana seharusnya dalam penyampaian
SPT masa PPN tersebut terdakwa harus menyetorkan uang PPN sesuai
dengan faktur-faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Jambi Jaya Makmur.
Sesuai Pasal 1 Angka 10 UU KUP yang dimaksud dengan surat
pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan-dan/atau_pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan
peraturan_perundang-undangan perpajakan. Dalam Kkaitannya dengan sistem
Self Assessment, dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi wajib pajak
untuk melaporkan pelaksanaan  kewajiban pajaknya. Hal-hal yang
dilaporkan yaitu isi dari SPT, adalah semua informasi yang secara sukarela
dilaporkan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib
pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self Assessment
tersebut.

Berdasarkan kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan
negara tanggal 06 Desember 2018 yang dihitung oleh ahli perhitungan
kerugian pada pendapatan Negara Qadri Fidienil Hag, bahwa PPN (pajak
keluaran) yang telah dipungut oleh PT. Jambi Jaya Makmur terhadap
perusahaan lawan transaksi, total keseluruhan sebesar Rp.3.249.128.737,-

(tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan
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ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan setoran pajak
yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.120.835.444,- (seratus dua
puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat
rupiah) sehingga total PPN yang telah dipungut oleh terdakwa yang tidak
disetor ke Negara (PPN kurang bayar) adalah sebesar Rp.3.128.293.293,-
(tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga
ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan atas perbuatan terdakwa
sunardi selaku direktur utama PT. Jambi Jaya Makmur mengakibatkan
kerugian pada pendapatan Negara melalui pajak sebesar Rp.3.128.293.293,-
(tiga miliar seratus dua puluh delapan juta duawratus sembilan puluh tiga
ribu dua ratus/sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1983 ‘tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana.telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa
dengan alternatif dakwaan kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata
cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 ini berarti dari sudut pandang hakim
bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana

yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
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=

Barang Siapa

Dengan Sengaja

3. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

N

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur ‘“Barang
Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar
undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum
kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagali
subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Yang dimaksud- dengan “Barang™. adalah segala sesuatu yang
berwujud termasuk gas dan aliran listrik, sedangkan yang dimaksud dengan
“memiliki.-secara- melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan
penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak
atas barang itu sehingga seolah-olah ta pemilik atas barang itu sedangkan ia
bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Unsur “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya
yang harus bertanggungjawab .atas” perbuatan atau kejadian yang
didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan
terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994
tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah
sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur

“Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang
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dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan
kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan
sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut
Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis
berpendirian tidak ada kesalahan (Error In Persona) tentang terdakwa yang
diajukan di persidangan perkara ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang-meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaansyang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

hal menambah pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan
kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu
mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang
akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan
memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan

majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah
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sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa (Menurut Pertimbangan Majelis Hakim).

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata
cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tersebut telah terbukti secara sah dan
menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan kesatu yaitu pasal 39
ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketenttan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009
dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menindakkan sifat
melawan hukum dan alasan pembenar.yang menindakkan kesalahan dalam
diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang
ancamannya menurut Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara
Perpajakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan denda pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam miliar dua

ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus
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delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
berdasarkan putusan tanggal 08 Mei 2022.

Putusan Yang Dijatuhkan Nomor: 75/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Dalam
Perkara Memanipulasi Bukti Setoran Pajak Sudahkah Memberikan
Rasa Keadilan Dan Menimbulkan Efek Jera Bagi Terdakwa

Akhir dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah
sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya
mengandung penjatuhan vonis. yang menentukan bersalah atau tidaknya
seorang terdakwa .sesuai dengan - dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Berapapun sanksi pidana yang dijatuhakan—oleh hakim tidak menjadi
permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan
menimbulkan efek jera, Berdasarkan teorinya Aristoteles bahwa keadilan
merupakan ‘suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum
itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat
dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukanbagi siapa saja yang ikut
andil dalam suatu kasus.pidana oleh karena-guna menciptakan tujuan hukum
itu sendiri.

Seperti diketahui Ancaman pidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf d
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara
selama 3 (tiga) Tahun dan denda Pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam

miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu
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lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)
bulan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis
hakim masih terlalu ringan, mengingat perbuatan terdakwa Sunardi di
lakukan dengan kealpaan dan kesengajaan sehingga terjadi kerugian
pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak
tersebut. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap
orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam
vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas.dan tidak memihak yang
menjamin.persamaan setiap warga negara dalam “hukum tidak berjalan
dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (tiga) Tahun
dan denda pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam miliar dua ratus lima
puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan
puluh enam ‘rupiah) dinilai masih belum memberikan rasa keadilan dan
menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (tiga)
Tahun penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk
menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana
tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian
pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena
hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara

pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.
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Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak
yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta
peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan
“Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana perpajakan harus dinilai sebagai kualifikasi
kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu
melakukan ultra petita (memvonis lebih' dari tuntutan). Meskipun suatu
pemidanaan 'yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi
masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa
manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana. itu'sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah hertujuan sebagai balas
dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan
dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani
pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya
secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip
untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan
kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang
berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang

dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa,
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sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya

didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah

laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum

acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang

baik, yaitu:

a)

b)

d)

e)

Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan
(right to decision) dalam arti setiap orang berhak untuk
mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya,
kecuali ditentukan lain.oleh undang-undang, serta putusan harus
dijatuhkan dalam-waktu yang pantas;

Semua  pihak yang berperkara. berhak atas kesempatan dan
perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk
membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi
dalam proses pemeriksaan (a fair hearing);

Putusan dijatuhkan" "secara. objektif _tanpa dicermati oleh
kepentingan pribadi atau-pihak lain (no bias) dengan menjunjung
tinggi prinsip (nemo jude in resua);

Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat
dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang
sistematis (Reasones and argumentation of decision). Argumentasi
tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat
dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat
keterbukaan (Transparency) dan kepastian hukum (Legal
Certainly) dalam proses peradilan;

Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun

antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan

maupun tingkah laku.
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3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang,
baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain
serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan
kata maupun perbuatan.

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang
dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa,
sebagaimana analisis penulis yang sejalan dengan teorinya Aristoteles
bahwa putusan merupakan suatu_hal yang sangat penting dalam
menciptakan tujuan hukum itu sendiri.=Keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum haruslah  tersirat dalam suatu“ putusan. Putusan itu
sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil-dalam suatu kasus pidana
oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap
perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut
pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan
keadilan sangatlah sulit dikarenakan kedilan tersebut sangat luas
cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga
keadilan tersebut harus mencangkup semua pihak, keadilan demikian adalah
keadilan yang perpandan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian
keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mdah

untuk mengartikan mengani keadilan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada .terdakwa telah dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut
Pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut diancam dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi dalam perkara ini
terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Pajak
sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam miliar dua ratus lima puluh enam
juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
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dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan
tanggal 08 Mei 2022.

. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terlalu ringan,
mengingat perbuatan terdakwa Sunardi di lakukan dengan kealpaan dan
kesengajaan sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan
keuangan Negara yang bersumber dari pajak tersebut. selanjutnya
terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In
Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya
sehingga prinsip.-peradilan- yang-.bebas dan tidak memihak yang
menjamin-persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan
dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (tiga) tahun
dan denda Pajak sebesar Rp. 6.256.586.586,00 (enam miliar dua ratus
lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus
delapan puluh enam rupiah) dinilai masih belum memberikan rasa

keadilan'dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Saran

Hendaknya hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan jangan

sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan

sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas

dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam

hukum berjalan dengan baik.
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